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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perguruan tinggi merupakan suatu institusi pendidikan yang dipersiapkan 
untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki kemampuan dan kualitas secara 
teoritis, praktis, dan aplikatif. Sarjana-sarjana ini diharapkan untuk menjadi pekerja 
yang berguna, dengan kata lain menjadi pekerja yang sukses dan jauh dari 
pengangguran. Tidak sedikit lulusan S1 yang belum mendapatkan pekerjaan 
dikarenakan kurangnya kompetensi dalam bekerja secara langsung dan berinteraksi 
secara cepat dan taktis. 
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi 
di sebuah negara. Fenomena pengangguran terjadi sebagai dampak ketimpangan 
antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja (lowongan 
pekerjaan). Fenomena pengangguran hanya terjadi ketika jumlah angkatan kerja 
yang ada pada suatu negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah 
kesempatan kerja / lowongan kerja yang ada dalam negara tersebut. Dampaknya, 
sebagian angkatan kerja menjadi tidak dapat bekerja dan terpaksa menganggur 
untuk sementara waktu / hingga tersedia lowongan pekerjaan tambahan yang baru 
dan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Pendidikan dan keterampilan 
yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dan tersisih, angkatan kerja yang tidak 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja, serta penduduk 
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yang relatif banyak sedangkan lapangan kerja sedikit. Yang mengakibatkan, 
permintaan tenaga kerja berkurang merupakan faktor terjadinya pengganguran 
Mahasiswa selain berpikir kompetitif dituntut pula untuk lebih kreatif dalam 
akademik dan non akademik, karena dunia kerja saat ini sangat membutuhkan ide-
ide yang baru dan kreatif. Tujuannya jelas yaitu untuk melatih mental mahasiswa 
dalam berkompetisi mendapatkan pekerjaan dan bahkan membuka lowongan 
pekerjaan, karena jika tidak dilatih dari sekarang untuk berpikir kompetitif 
mahasiswa tidak akan siap ketika terjun ke dunia kerja nantinya. Tidak hanya orang 
Indonesia saja yang harus bersaing. Tetapi negara asing sudah bisa masuk kedalam 
persaingan mencari pekerjaan di Indonesia sejak masuknya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) pada 2014 lalu. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang 
unggul. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tidak hanya mendapatkan teori yang 
hanya dipelajari dalam kelas, tetapi juga dituntut untuk mencari pengalaman. 
Dalam teorinya, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta difasilitasi oleh dosen-dosen 
yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya. Dalam pengalaman dan 
keterampilan, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program S1 
Akuntansi, mewajibkan setiap mahasiswa untuk mencari pengalaman dalam dunia 
kerja nyata melalui PKL. Hal ini perlu dilakukan agar mahasiswa dapat menerapkan 
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tidak hanya ilmu, tetapi juga belajar menjadi pekerja sesungguhnya yang 
mengedepankan professional dan attitude yang tidak boleh luput. 
Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, Praktikan melakukan PKL pada Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 
melakukan pengaplikasian dalam dunia kerja yang sesungguhnya yang tidak bisa 
diperoleh melalui pembelajaran yang ada di dalam kelas. Dengan memiliki 
keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja serta dapat mempersiapkan diri 
menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai. 
Untuk itu, dengan adanya program PKL bagi mahasiswa, lulusannya nanti 
akan mendapatkan pengalaman dan wawasan kerja yang dapat menambah kesiapan 
mereka dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dan tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan di bangku perkuliahan 
ke dunia kerja yang sesungguhnya, serta untuk mendapatkan pengalaman tentang 
dunia kerja. Maksud diadakan PKL diantara lain: 
a. Memnuhi mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program Sarjana 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
b. Memberikan pengalaman kepada Praktikan tentang kondisi dunia kerja yang 
sebenarnya; 
c. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, profesional, tanggung 
jawab, dan etos kerja. 
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Tujuan diadakan PKL antara lain : 
a. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja; 
b. Upaya penyelarasan antara penyelenggaraan aktivitas akademik di kampus 
dengan realitas dan kebutuhan dunia nyata di luar kampus; 
c. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi akuntansi yang tangguh. 
C. Kegunaan PKL 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa perguruan tinggi 
dan perusahaan. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain : 
1. Kegunaan PKL bagi Praktikan : 
a. Persiapan diri dan bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja; 
b. Kesempatan untuk memperdalam ilmu dan memahami profesionalisme 
dalam kehidupan dunia kerja; 
c. Menjadi bahan pembanding terhadap ilmu yang telah diperoleh; 
d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada bidang 
teknis. 
2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ : 
a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan instansi atau 
perusahaan tersebut; 
b. Menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa depan; 
c. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan instansi sehingga 
perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia pekerjaan. 
3. Kegunaan bagi Bank Indonesia Kpw DKI Jakarta : 
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a. Membantu kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 
b. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta; 
c. Membantu BI agar dapat menyebarkan informasi yang selama ini belum 
dipahami oleh masyarakat luas. 
 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di lembaga independen yang bergerak di 
bidang keuangan negara : 
 Nama Perusahaan : Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta 
 Alamat  : Jl. Juanda No. 28 Jakarta Pusat 
 Telepon  : Telp. 021-3514070 (hunting) 
Praktikan memilih KPw Bank Indonesia DKI Jakarta sebagai tempat PKL 
dikarenakan lokasi tempat yang strategis ditengah-tengah kota. Selain itu, KPw 
Bank Indonesia DKI Jakarta juga merupakan suatu instansi yang mengatur keadaan 
ekonomi ibu kota secara khusus. Praktikan di tempatkan pada Divisi Advisory, 
Pengembangan Ekonomi, Layanan dan Administrasi yang memilliki 2 (dua) tim 
dan 1 (satu) satuan layanan yaitu Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan, Tim 
Pengembangan Ekonomi, dan Satuan Layanan Administrasi. 
 
E. Jadwal dan Waktu PKL 
Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahapan yang harus 
dilalui. Berikut merupakan tahapan–tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu: 
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1. Tahap Persiapan 
  Pada tahap persiapan, praktikan mencari info lowongan pekerjaan 
melalui jobstreet yang sekiranya tidak jauh dari tempat tinggal. Awalnya, 
praktikan sudah berniat untuk melaksanakan PKL di PT Sucofindo. Kemudian 
praktikan mencoba untuk apply ke PT Sucofindo. Namun, setelah menunggu 
lebih dari seminggu menunggu kabar ternyata tidak ada upaya lanjutan dari 
pihak PT. Sucofindo untuk menerima praktikan melaksanakan PKL di tempat 
tersebut. 
 Praktikan mendapatkan informasi bahwa ada lowongan kerja di Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta karena praktikan salah satu penerima 
beasiswa Bank Indonesia. Dengan itu, praktikan diminta untuk mengurus surat 
izin PKL dari pihak kampus oleh pihak instansi.  Praktikan mengurus surat 
PKL di BAAK selama empat hari kerja. Setelah surat sudah selesai dibuat, 
praktikan mengirimkan langsung surat tersebut ke instansi beserta berkas 
lainnya. Praktikan diminta untuk memulai PKL pada hari senin tanggal 7 
Agustus 2017. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 Pelaksanaan PKL dimulai tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 22 
September 2017. Praktikan melaksanakan PKL setiap hari kerja, pukul 07.10 
– 16.15 WIB untuk hari Senin sampai dengan Jumat. 
3. Tahap Pelaporan 
 Pada tahap pelaporan, praktikan menyusun kegiatan yang dilakukan 
selama praktik kerja. Laporan ini menjadi salah satu syarat kelulusan program 
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studi S1 Akuntansi. Praktikan mempersiapkan laporan PKL mulai dari awal 
bulan Agustus dan selesai pada bulan September 2017.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah 
 Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai 
bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu meraih dan menjaga 
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mempunyai dua aspek, yaitu 
kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap 
mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju 
inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan 
untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-
batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan 
Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai 
tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang 
tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu 
diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi 
perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur 
dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek 
makroprudensial sistem perbankan secara makro. 
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 DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki peran penting dalam 
perekonomian Indonesia. Perannya terhadap perekonomian Indonesia adalah 
yang terbesar dibanding provinsi lain, yakni sekitar 17% dari Produk Domestik 
Bruto (PDB). Tidak hanya itu, tingkat inflasi juga cukup tinggi kontribusinya 
yakni mencapai 20%, dengan kata lain DKI Jakarta mengendalikan satu per 
lima terhadap inflasi nasional. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian 
DKI Jakarta menjadi perhatian utama BI dalam tugasnya menjaga stabilitas 
nilai Rupiah. Bank Indonesia memandang perlu untuk mendirikan secara 
khusus Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di Prov. DKI Jakarta. 
 KPw BI di Jakarta dapat membantu analisis ekonomi Provinsi DKI, 
karena bagi Pemerintah Daerah (Pemda), setiap sen dana yang dikeluarkan 
harus memiliki dampak bagi masyarakat. Di sinilah, peranan analisis, data, dan 
survey, menjadi penting. KPw BI DKI Jakarta akan menjadi mitra strategis 
bagi Pemda DKI Jakarta, khususnya dalam memberi masukan analisis dalam 
hal pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, KPw 
BI DKI Jakarta akan bertugas dalam mendukung upaya reformasi struktural, 
memelihara stabilitas sistem keuangan (regional financial surveillance), 
pengumpulan data untuk pengambilan keputusan di pusat maupun daerah 
setempat, dan mengkomunikasikan kebijakan BI. KPw BI DKI Jakarta juga 
mendukung penyusunan kebijakan maupun Peraturan Daerah (Perda) yang 
dapat menimbulkan dampak bagi perekonomian, melalui pembuatan kajian dan 
analisis terkait dengan dampak kebijakan. Selain itu, KPw BI DKI Jakarta juga 
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akan mendukung berbagai inisiatif BI yang sedang berjalan, seperti kegiatan 
terkait peningkatan akses keuangan dan elektronifikasi. 
 Dalam menjalankan tugasnya BI Kpw Jakarta memiliki tujuan-tujuan 
jangka panjang yang tertuang pada visi dan misi yang dicantumkan serta nilai-
nilai yang dianut oleh Bank Indonesia. 
 
 
a. Visi BI Kpw DKI Jakarta 
Menjadi kantor perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas 
Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah 
maupun nasional. 
b. Misi BI Kpw DKI Jakarta 
1) Menjaga stabilitas nilai rupiah 
2) Menjaga stabilitas system keuangan  
3) Efektivitas pengelolaan uang rupiah 
4) Kehandalan system pembayaran untuk mendukung pembangunan 
ekonomi. 
c. Fungsi BI Kpw DKI Jakarta 
1) Pengembangan ekonomi dan advisor kebijakan pada Gubernur dan 
walikota di beberapa kota penting. 
2) Regional financial surveillance 
3) Pengumpulan data untuk pengambilan keputusan 
4) Pelaksanaan financial Inclusion dan UMKM 
5) Melakukan komunikasi kebijakan 
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d. Tata Nilai Kpw BI DKI Jakarta 
 Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap karyawan 
merupakan sebuah cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh 
instansi/perusahaan. Setiap ucapan, cara berpikir, pengambilan 
keputusan, dan sikap sehari-hari ini diambil dari sebuah filosofi dan 
nilai yang dijunjung oleh instansi/perusahaan. 
1) Profesionalitas 
Makna Profesionalitas ini adalah berkomitmen pada tata kelola 
perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi standar etika dan 
tunduk pada segala peraturan serta hukum yang berlaku bagi seluruh 
anggota perusahaan sebagai kunci kesuksesan organisasi. 
2) Saling Menghormati 
Dalam setiap pekerjaan diterapkan sebuah prinsip untuk selalu 
menjalankan bisnis dengan rasa tanggung jawab dan saling 
menghormati terhadap rekan bisnis, karyawan, masyarakat dan 
lingkungan. 
3) Kerjasama 
Selalu bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yaitu 
pelanggan, karyawan, rekan bisnis, dan masyarakat untuk mencapai 
tujuan bersama yang saling menguntungkan. 
4) Disiplin 
Memiliki sikap tepat waktu dalam segala hal, tidak hanya tentang 
saat jam masuk kantor atau tugas yang harus diselesaikan. Tetapi 
dapat dalam segala aspek yang berhubungan dengan aturan yang 
ada. 
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B. Struktur Organisasi dan Tugas Setiap Divisi 
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) DKI Jakarta merupakan 
salah satu dari 33 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, tepatnya 
di DKI Jakarta. KPw BI DKI Jakarta memiliki satu divisi yaitu Divisi Advisory, 
Pengembangan Ekonomi, Layanan dan Administrasi yang terdiri dari 2 (dua) tim 
dan 1 (satu) satuan layanan.  
 
Dikarenakan praktikan diberikan pekerjaan dari kedua tim dan satuan layanan, 
maka praktikan menjelaskan proses bisnis masing – masing tim dan satuan layanan. 
Adapun fungsi dan tujuan dari kedua tim dan satuan layanan sebagai berikut: 
1. Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan 
 Di dalam tim advisory ekonomi dan keuangan ini terbagi menjadi dua 
fungsi, yaitu fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan serta fungsi asesmen 
ekonomi dan surveilans. 
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a. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan 
Pada bagian fungsi data dan statistik ekonomi dan keuangan ini 
menghasilkan berbagai macam produk pokok, seperti: 
1) Statistik dan/atau laporan hasil survey. Untuk mendapatkan hasil 
statistik yaitu dengan melaksanakan survei dalam rangka mendukung 
perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. 
2) Diary Notes Liaison dan Laporan liaison bulanan dan triwulanan. 
Cara yang dilakukan untuk menghasilkan kedua produk tersebut yaitu 
dengan cara melaksanakan kegiatan liaison dalam rangka mendukung 
perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory. 
3) Buku Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) dan Data 
olahan antara lain moneter, stabilitas sistem keuangan, SP dan PUR. 
Produk SEKDA adalah buku yang dihasilkan sebulan sekali. Proses 
yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, 
mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah 
untuk kebutuhan stakeholders internal dan eksternal. 
4) Data laporan bank dan non bank antara lain seperti sandi dan hak 
akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan 
helpdesk. Data laporan bank dan non bank tersebut dihasilkan dengan 
cara mengelola dan menatausahakan laporan bank dan non bank 
antara lain seperti sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran 
data, pembinaan dan layanan helpdesk. 
5) Regional Financial Account dan/atau Regional Balance Sheet (RFA 
dan/atau RBS).  
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6) IDI dan layanan keluhan masyarakat terkait SID. *) Dihasilkan dengan 
cara mengelola pelayanan Informasi Debitur Individual (IDI) dan 
penanganan keluhan terkait data Sistem Informasi Debitur (SID). *) 
Sampai dengan pengalihan pengelolaan SID dari Bank Indonesia ke 
OJK.  
7) Informasi terkait pemenuhan GWM bank yang berkantor pusat di 
wilayah KPwDN. Untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan 
dengan cara melaksanakan komunikasi dan klarifikasi terkait dengan 
pemenuhan GWM bank yang berkantor pusat di wilayah KPwDN atas 
permintaan satuan kerja Kantor Pusat terkait. 
 
b. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans 
Di bagian fungsi asesmen ekonomi dan surveilans ini menghasilkan 
berbagai macam produk pokok, seperti: 
1) Laporan kegiatan RFS seperti Laporan Surveilans Sistem 
Keuangan/asesmen (Ad-hoc), Laporan asesmen Regional Financial 
Surveillance (RFS), Data dan informasi hasil pemeriksaan, Laporan 
riset tematik dan inisiatif (Ad-hoc), Laporan hasil koordinasi dengan 
pihak internal/eksternal Bank Indonesia (Ad-hoc); dan Data dan 
informasi untuk pengawasan Moneter, Surveilans Sistem Keuangan, 
SP PUR, dan Market berdasarkan risk based. Kedua produk pokok 
tersebut dihasilkan dengan cara Melaksanakan RFS. 
2) Hasil proyeksi dan asumsi makroekonomi daerah. Proses yang 
dilakukan yaitu dengan menyusun proyeksi makroekonomi daerah. 
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3) Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi, 
Ringkasan Ekonomi Regional (RER), Laporan Analisis Inflasi; 
Kajian bersama dengan Satuan Kerja Kantor Pusat dan/atau 
Departemen Regional; Analytical Notes/Occasional Paper dan/atau 
Kajian Isu Strategis. Ketiga produk pokok diatas melalui proses bisnis 
yang sama yaitu dengan cara melakukan pengumpulan informasi 
ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk 
mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat 
Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk KEKR Provinsi 
diterbitkan triwulan-an.  
4) Rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah kepada Kepala 
Daerah (advisory). Produk pokok tersebut dihasilkan dengan cara 
menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah 
berdasarkan hasil asesmen dan kajian. 
 
 
2. Tim Pengembangan Ekonomi 
 Di dalam tim pengembangan ekonomi ini terbagi menjadi dua fungsi, yaitu 
fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan dan fungsi pelaksanaan 
pengembangan UMKM dan keuangan inklusif. 
 
a. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan 
Di bagian fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan menghasilkan 
berbagai macam produk pokok, seperti: 
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1) Kegiatan kerjasama pengembangan ekonomi daerah antara lain 
seperti Regional Investor Relation Unit (RIRU), peningkatan daya 
saing, investasi, ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan tersebut 
dihasilkan dengan cara melakukan koordinasi dan program kerjasama 
dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan hubungan investor. 
2) Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi dengan stackholders 
antara lain seperti high level meeting, rapat teknis, rapat koordinasi 
dalam wilayah koordinasi, dan kegiatan lain terkait pengendalian 
inflasi.  
3) Laporan pelaksanaan program komunikasi di daerah antara lain 
seperti media briefing, seminar dan talk show. Laporan tersebut 
dihasilkan dengan proses seperti menyusun dan melaksanakan 
program komunikasi kebijakan dan isu strategis BI Wide (One Voice), 
termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan 
komunikasi satuan kerja Kantor Pusat di daerah. Adapun rencana 
kegiatannya dilakukan dengan cara menyusun dan melaksanakan 
program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk 
melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai 
dengan kebutuhan daerah. 
4) Terlaksananya program networking/jejaring dengan stakeholders 
daerah melalui forum-forum koordinasi di daerah. Hal tersebut dapat 
terjadi dengan cara melaksanakan forum-forum terkait dengan 
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pengembangan dan kerjasama ekonomi yang melibatkan stakeholders 
daerah. 
5) Laporan pelaksanaan sosialisasi dan capacity building. Laporan 
tersebut dihasilkan dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi dan 
capacity building kepada stakeholders. 
6) Kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan pendidikan. Kegiatan 
tersebut dihasilkan dengan cara seperti menyediakan Layanan 
Informasi Publik (termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi/PPID daerah), mengelola Pelaksanaan Program Sosial 
Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa Bank Indonesia yaitu 
Generasi Baru Indonesia (GenBI), program magang serta mengelola 
perpustakaan Bank Indonesia.  
 
b. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif 
Di bagian fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM dan keuangan 
inklusif menghasilkan berbagai macam produk pokok, seperti: 
1) Semua yang berhubungan dengan UMKM seperti kajian dan 
rekomendasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM, 
terlaksananya kegiatan bantuan teknis (penelitian, pelatihan, 
penyediaan informasi dan/atau fasilitasi), dan implementasi Program 
pengembangan UMKM (a.l. Pengembangan komoditi strategis, 
program pengembangan ekonomi berbasis komunitas, Local 
Economic Development (LED), Value Chain Financing, Perusahaan 
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Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), credit rating, fasilitasi). Hal 
tersebut terjadi dikarenakan adanya proses pelaksanakan program 
pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi 
daerah dan pengendalian inflasi.  
2) Terlaksananya fasilitasi upaya peningkatan akses UMKM kepada 
perbankan (a.l. melalui penyusunan lending model, Value Chain 
Financing, Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), credit 
rating) itu terjadi karena dilakukannya kegiatan dalam rangka 
peningkatan akses keuangan UMKM antara lain melalui dukungan 
penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang 
memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) serta penyediaan Informasi terkait UMKM (a.l. 
data profil UMKM, data hasil kajian Komoditas Produk Jenis Usaha 
(KPJU) unggulan UMKM dan lending model) itu dihasilkan dengan 
melalui proses pelaksanaan penyediaan dan diseminasi informasi 
terkait pengembangan UMKM. 
3) Data dan informasi terkait dengan keuangan inklusif, hasil 
analisis/kajian terkait dengan keuangan inklusif, rencana dan laporan 
pelaksanaan program keuangan inklusif (a.l. elektronifikasi), dan 
laporan koordinasi/kerjasama dan/atau implementasi program 
keuangan inklusif. Keempat produk pokok diatas dihasilkan dengan 
proses mengelola data dan informasi terkait dengan Keuangan Inklusif 
(KI) lalu menyusun analisis/kajian terkait dengan KI setelah itu 
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melakukan perencanaan dan melaksanakan program keuangan 
inklusif dan terakhir melakukan koordinasi/kerjasama dan/atau 
implementasi program keuangan inklusif. 
4) Laporan Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholders (Pemerintah 
Daerah, Perbankan dan internal Bank Indonesia). Laporan tersebut 
dihasilkan melalui cara melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama 
dengan stakeholders setempat dalam rangka pengembangan UMKM. 
 
 
3. Satuan Layanan dan Administrasi 
 Di dalam satuan layanan dan administrasi hanya ada satu fungsi yaitu fungsi 
SDM, logistik, anggaran, sekertariat, protokol dan pengamanan. Satuan Layanan 
dan Administrasi ini memiliki tugas pokok yang berhubungan dengan administrasi, 
anggaran, dan lain sebagainya, diantara lain: 
1) SLA melakukan proses administrasi data dan informasi SDM di satuan 
kerja untuk menghasilkan layanan dan administrasi gaji serta 
penghasilan pegawai, layanan dan administrasi manfaat serta fasilitas 
pegawai dan keluarga pegawai (fasilitas kesehatan, peringatan masa 
pengabdian), administrasi kehadiran dan data kepegawaian, 
administrasi pelaksanaan ketentuan disiplin dan tata tertib pegawai 
satuan kerja, rekapitulasi kebutuhan pengembangan SDM satuan kerja, 
data dan informasi SDM satuan kerja terkini dan administrasi 
kepegawaian lainnya.  
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2) Mengelola SDM non – organik, SDM non – organik disini seperti 
outsourcing, supir, cleaning service, teknisi, satpam yang belum 
termasuk pegawai. Dengan mengelola SDM non – organik ini, SLA 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan SDM non-organik: 
penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan dan penilaian 
kinerja serta pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan berlaku. 
Selain mengelola SDM non – organik, SLA mengkoordinir 
perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, 
pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, Alat Tulis 
Kantor (ATK) satuan kerja. Hal ini dilakukan supaya ATK terorganisir 
dan tertata dengan baik. 
3) Warkat Realisasi Anggaran (WRA) dan laporan realisasi anggaran 
satuan kerja dan administrasi pajak juga di lakukan oleh SLA dengan 
melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak 
satuan kerja. Untuk mendapatkan hasil penghitungan, koreksi, 
penyetoran dan pelaporan pajak Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
yang benar, SLA melakukan penghitungan, koreksi, penyetoran dan 
pelaporan pajak Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan teliti.  
4) Administrasi dan layanan perjalanan dinas satuan kerja, tersedianya 
akomodasi, transportasi, dan perizinan dalam rangka penyelenggaraan 
kegiatan kedinasan di wilayah kerjanya, terlaksananya kegiatan 
protokoler, terlaksananya kegiatan operasional pengamanan personil, 
materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan  oleh 
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pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya dan 
terlaksananya pengelolaan (pengoperasian, pemeliharaan, uji coba) 
peralatan pengamanan di wilayah kerjanya juga merupakan bagian dari 
SLA. Produk – produk pokok di atas dihasilkan dari proses 
pengelolaan, penyediaan, dan pelaksanaan tugas. 
 
C. Kegiatan Umum Instansi 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta melaksanakan seluruh 
kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai untuk turun langsung dalam 
mewujudkan visi KPw BI DKI Jakarta, antara lain: 
1. Mengumpulkan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di 
pusat maupun dengan pemerintah daerah, data yang harus dikumpulkan 
yakni data-data untuk mengendalikan inflasi DKI Jakarta agar tetap stabil 
2. Mengembangkan inklusi keuangan, salah satu yang dikembangakan yakni 
elektronifikasi yang sudah mulai berkembang di DKI Jakarta seperti jalan 
tol dan wisata kebun binatang ragunan 
3. Meningkatkan UMKM, salah satu UMKM yang dikembangkan yakni 
budidaya ikan kerapu yang ada di Kepulauan Seribu serta pengembangan 
wirausaha dalam pengolahan makanan khas Kepulauan Seribu seperti 
ikan asin, keripik sukun, dan stik cumi. 
4. Melakukan komunikasi kebijakan, guna mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan di DKI Jakarta yang harus diselesaikan untuk 
mengendalikan inflasi agar tetap stabil 
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5. Melakukan focus group discussion, untuk memecahkan masalah yang ada 
didaerah terpincil di DKI Jakarta dan dari FGD tersebut bisa 
mendapatkan hasil yang konkrit untuk dilaksanakan 
6. Berkewajiban membayar pajak, setiap kegiatan yang melibatkan WP atau 
Badan dalam menyelesaikan kegiatan yang ada di KPw BI DKI Jakarta 
penghasilannya wajib di potong pajak. 
7. Melaksanakan edukasi kebanksentralan, untuk mewujudkan komunikasi 
kepada masyarakat khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) 
guna mengetahui apa bedanya Bank Indonesia dengan Bank Umum 
lainnya 
8. Mengelola arsip setiap dokumen yang masih berlaku, seluruh kegiatan 
yang telah selesai dilakukan harus melampirkan Memorandum untuk 
keperluan arsip. Kemudian arsip tersebut disimpan sesuai dengan Tim 
atau satuan yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya 
arsip tersebut di Audit oleh pihak Bank Indonesia Pusat apakah yang 
terjadi sesuai atau tidak dengan bukti yang ada 
9. Melakukan Family Gathering dalam jangka waktu dua bulan sekali, 
pegawai-pegawai KPw BI DKI Jakarta membutuhkan refreshing dari 
keseharian mereka bekerja selama waktu dua bulan kemudian diharapkan 
dengan adanya family gathering ini bisa mengisi kembali tenaga dan 
semangat yang hilang para pegawai 
10. Melaksanakan edukasi ciri khas uang rupiah, guna mencerdaskan 
masyarakat untuk mengetahui apa saja ciri-ciri uang rupiah yang asli atau 
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tidak asli. Target edukasi CIKUR adalah siswa pelajar dari Sekolah Dasar 
(SD) sampai Perguruan Tinggi / Mahasiswa. 
 
  
8 
BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
  Praktikan melaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Selama kegiatan PKL berlangsung, 
praktikan dipercaya untuk ditempatkan di Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan 
(TAEK)  guna membantu survei pengendalian inflasi pada PD. Dharma Jaya. 
Praktikan juga melaksanakan tugas pada Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) untuk 
membuat MDa PPh pasal 21 beserta bukti potong PPh Pasal 21 non pegawai dalam 
web bijak seperti seminar Bank Indonesia, penjaga stand Bank Indonesia yang ada 
di PRJ, dan non pegawai lainnya. Selain itu, praktikan membuat MDa PPh pasal 23 
beserta bukti potong PPh Pasal 23 yang bersifat badan dan yang terakhir pada 
Satuan Layanan dan Administrasi (SLA) praktikan mengerjakan tugas untuk 
membuat laporan pengeluaran kas kecil. 
 Berikut merupakan bidang kerja yang praktikan lakukan dalam membantu 
setiap pekerjaan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. 
1. Membuat laporan data dari hasil survei ke PD Dharma Jaya dan PT Food Station  
dalam meninjau harga kebutuhan pokok bersama KPw BI Tegal. 
2. Membuat MDa PPh Pasal 21 non pegawai beserta bukti potongnya. 
3. Membuat MDa PPh Pasal 23/badan beserta bukti potongnya. 
4. Membut laporan pengeluaran kas kecil. 
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B. Pelaksanaan PKL 
 
 Dalam melaksanakan tugas setiap bidang pekerjaan di Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia DKI Jakarta, praktikan terlebih dahulu diberikan materi tentang 
statistika, inflasi, dan bank indonesia secara general oleh Asisten Manajer pada 
masing-masing bidangnya serta diberikan buku Kajian Ekonomi Keuangan 
Regional (KEKR) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) untuk 
mengetahui keadaan DKI Jakarta melalui inflasi, ekonomi makro, dan stabilitas 
keungan daerah terlihat baik-baik saja atau tidak. 
 Praktikan menemui staf dari bagian Tim Pengembangan Ekonomi, yaitu Ibu 
Agneis Murdayanti untuk diberikan pengarahan mengenai budaya kantor yang 
terlihat dari etos kerja pada setiap pegawai, waktu kehadiran, waktu istirahat, waktu 
pulang, serta pakaian yang digunakan setiap harinya. Kemudian, praktikan masuk 
kedalam Satuan Kerja (Satker) untuk diperkenalkan kepada seluruh pegawai yang 
bekerja. Prakitikan ditempatkan pada 2 tim dan 1 satuan yang nantinya akan dirotasi 
sesuai tanggal yang telah ditentukan. 2 (dua) tim 1 (satu) satuan itu antara lain: 
Satuan Layanan Kerja, Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan, dan Tim 
Pengembangan Ekonomi. Praktikan juga diperkenalkan kepada pembimbing yang 
akan menjadi mentor saat praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. 
 Berikut merupakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh praktikan selama 
melaksanakan PKL di KPw BI DKI Jakarta: 
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1. Membuat laporan data dari hasil survei ke PD Dharma Jaya dan PT Food 
Station dalam meninjau harga kebutuhan pokok bersama KPw BI Tegal 
 Setiap lembaga negara yang ada di Indonesia mempunyai fungsi dan 
tujuan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Bank Indonesia mempunyai fungsi utama 
salah satunya menjaga stabilitas keuangan agar inflasi di Indonesia dapat terjaga 
sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Terbentuknya KPw BI DKI Jakarta 
tentunya untuk menjaga inflasi khususnya di DKI Jakarta yang mempunyai andil 
besar sebagai pengendali inflasi dengan skala nasional sebesar 20%. Untuk itu KPw 
BI DKI Jakarta, mempunyai fungsi khusus untuk menangani inflasi yang terjadi di 
DKI Jakarta. Sebelum terjun langsung ke lapangan, pada hari pertama PKL 
praktikan diberikan ilmu terkait inflasi yang terjadi di ibukota oleh Bapak 
Widiyastanto sebagai asisten manajer.  
 PD Dharma Jaya dan PT Food Station melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya harga daging dan beras guna 
memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tinggi. Praktikan 
diberikan tugas oleh Ibu Eka Vitaloka selaku Manajer untuk membuat rekapitulasi 
data survei harga daging sapi dan beras secara manual terlebih dahulu dari yang 
disampaikan oleh narasumber yang ada di PD Dharma Jaya dan PT Food Station. 
Pada PD Dharma Jaya, rekapitulasi yang dilakukan yakni mendengarkan apa yang 
disampaikan narasumber saat presentasi lalu diajak melihat keadaan sapi yang ada 
dipeternakan. Sapi yang ada dipeternakan tersebut yaitu sapi asli dari NTT yang 
memang sudah bekerjasama dengan PD Dharma Jaya. Faktor utama PD Dharma 
Jaya bekerjasama dengan peternakan yang ada di NTT karena sapi NTT bisa 
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dibilang murah dan dagingnya yang cukup tebal. Setelah melakukan survei ke 
peternakan Praktikan melakukan survei daging pada mini supermarket yang ada di 
dalam PD Dharma Jaya. Disana terdapat daging sapi beku yang siap dijual dengan 
bermacam-macam harga. Kemudian pada PT Food Station, praktikan 
mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber saat presentasi. Lalu diajak 
melihat macam-macam beras yang ada di tempat pemrosesan beras. Setelah itu 
praktikan diberitahu cara melihat kondisi beras itu baik atau tidak. Setelah 
melakukan rekapitulasi, nantinya akan dipindahkan kedalam aplikasi bernama Info 
Pangan Jakarta (IPJ) yang diresmikan pada bulan Juni 2016. Aplikasi tersebut hadir 
untuk memberikan informasi harga pangan 36 komoditas strategis dari 44 pasar di 
DKI Jakarta. Informasi harga tersebut diperbaharui setiap hari berdasarkan data 
harga aktual dari 44 pasar yang diinput setiap pagi. Aplikasi IPJ bisa dimanfaatkan 
masyarakat sebagai acuan informasi harga dengan lebih mudah, cepat, dan 
menyeluruh. 
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Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya adalah sebagai berikut : 
a. Praktikan terlebih dahulu diberi penjelasan mengenai target daging dan 
beras (Lampiran 7) 
b. Melakukan survei daging dan beras (Lampiran 8) 
c. Setelah melakukan survei daging dan beras, praktikan diberikan data oleh 
Ibu Eka Vitaloka untuk direkapitulasi 
d. Setelah direkapitulasi, kemudian harga-harga tersebut dimasukkan 
kedalam aplikasi IPJ. 
e. Setelah dimasukkan, harga-harga tersebut sudah dapat dilihat pada 
aplikasi/web Info Pangan Jakarta (Lampiran 9). 
 Selain itu, praktikan juga menemani KPw BI Tegal untuk melakukan 
kunjungan ke PD Dharma Jaya dan PT Food Station agar inflasi Kota Tegal bisa 
terjaga dengan baik seperti yang dilakukan DKI Jakarta pada awal tahun 2017 yang 
mana mendapatkan predikat inflasi terbaik pada triwulan I 2017. 
 
2. Membuat MDa PPh Pasal 21 non pegawai beserta bukti potongnya 
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta mempunyai relasi untuk 
bekerjasama menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh KPw 
BI DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, KPw BI DKI Jakarta membutuhkan 
kerjasama dari pihak eksternal yang ahli dalam bidangnya dikarenakan pegawai-
pegawai yang ada di Satuan Kerja (SatKer) tidak mampu menyelesaikan seluruh 
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tugas diluar dari keterampilan masing-masing pegawai dan waktu yang tidak 
mamadai untuk menyelasaikan tugas tersebut tanpa bantuan dari pihak eksternal. 
 Kemudian KPw BI DKI Jakarta, memberikan honor kepada non pegawai 
tersebut atas keterampilan yang telah dimilikinya untuk membantu menyelesaikan 
kegiatan maupun tugas di KPw BI DKI Jakarta. Dalam hal ini, pihak eksternal 
membantu KPw BI DKI Jakarta untuk menjaga stand Bank Indonesia yang ada di 
PRJ. Stand ini perlu bantuan dari pihak eksternal khususnya GenBI atau penerima 
beasiswa Bank Indonesia guna mencerdaskan masyarakat akan pengelolaan uang 
yang baik, sejarah terbentuknya uang dari masa ke masa, serta memperkenalkan 
budidaya ikan-ikan yang ada di kepulauan seribu contohnya ikan kerapu. Para 
anggota GenBI akan diberikan fee diantaranya transport dan uang makan. Dan pada 
fee tersebut akan di potong pajak yakni PPh Pasal 21. Selain itu, para anggota 
GenBI juga ditugaskan untuk mengikuti Seminar Bank Indonesia. Dengan 
mengikuti seminar ini, per orangnya akan mendapatkan fee dan otomatis akan di 
kenakan pajak PPh Pasal 21. Contoh lainnya seperti buku Kajian Ekonomi 
Keuangan Daerah (KEKR), para pegawai yang ada di KPw BI DKI Jakarta tidak 
bisa men-design buku agar terlihat menarik jika dilihat dengan kasat mata, sehingga 
dibantu non pegawai bank Indonesia. Sebelum honor diberikan kepada non 
pegawai, KPw BI DKI Jakarta wajib untuk melakukan pemotongan pajak kepada 
non pegawai tersebut melalui web bijak 
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 Dalam aplikasi ini, non pegawai yang akan dipotong pajaknya akan di cek 
terlebih dahulu, apakah non pegawai tersebut sudah ada data diri nya atau tidak. 
Jika sudah ada data diri, non pegawai akan langsung dikenakan PPh Pasal 21. Tetapi 
jika tidak ada data diri pada situs web bijak, akan dibuatkan data diri melalui MDa 
PPh Pasal 21. Pada bagian MDa, praktikan diminta untuk menginput data diri non 
pegawai (NPWP, nama, status PTKP, dll).  
 Situs web bijak hanya bisa dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia. 
Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan web bijak untuk membuat MDa 
non pegawai PPh Pasal 21: 
a. Membuka situs web bijak pada laman www.bijak.go.id (Lampiran 10) 
b. Masukkan username dan password. Dalam hal ini yang mempunyai akun 
hanya pegawai Bank Indonesia 
c. Memilih tim atau divisi yang akan dituju (Lampiran 11) 
d. Klik “Pilih” untuk masuk kedalam situs web 
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e. Membuat data diri non pegawai melalui MDa Non Pegawai PPh Pasal 21 
(Lampiran 12) 
f. Klik tambah, kemudian mengisi entri data non pegawai (Lampiran 13) 
g. Kemudian simpan data non pegawai tersebut. 
Bukti potong PPh Pasal 21 non pegawai: 
a. Memilih PPh21 non pegawai (Lampiran 14) 
b. Kemudian klik tambah 
c. Lalu entri penghasilan non pegawai (Lampiran 15) 
d. Masukkan penghasilan yang didapat pada kolom Jumlah Penghasilan 
Bruto, kemudian akan muncul secara otomatis tarif pajak yang dikenakan 
pada kolom Tarif serta besaran pajak yang dikenakan dalam kolom PPh 
yang Terutang (Lampiran 16). 
 Ada beberapa jenis penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 non 
pegawai. Praktikan mendapatkan tugas untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 
yakni  menjaga stand PRJ yang dilakukan oleh anggota GenBI dan Peserta Seminar 
Bank Indonesia yang dilakukan oleh anggota GenBI. Untuk menjaga stand PRJ, 
dilakukan pemotongan dengan jenis penghasilan “Imbalan kepada Bukan Pegawai 
yang bersifat berkesinambungan” (Lampiran 16) karena GenBI adalah salah satu 
CSR dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berarti naungan dari KPw BI 
DKI Jakarta itu sendiri. Namun pada saat Peserta Seminar Bank Indonesia,  
dilakukan pemotong yang masuk kedalam jenis penghasilan ”Imbalan kepada 
Bukan Pegawai yang tidak berkesinambungan” (Lampiran 16) dikarenakan acara 
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seminar diinisiasi oleh Bank Indonesia Pusat yang tidak menaungi GenBI secara 
langsung. 
 
3. Membuat MDa PPh Pasal 23/badan beserta bukti potongnya 
 Menjadi seorang warga negara yang baik, kewajiban untuk memahami  
dan menaati ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban bersama. Dari berbagai jenis 
pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima 
perseorangan ataupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan 
pajak penghasilan (PPh). Telah dijelaskan dalam Undang-undang, pajak 
penghasilan dibagi menjadi PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. 
 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas 
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 
dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai 
penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan 
PPh Pasal 23. Dalam hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta 
menjadi pihak yang membutuhkan jasa dan memberikan penghasilan kepada 
penerima jasa. Kemudian KPw BI DKI Jakarta melakukan pemotongan dan 
melaporkannya kepada kantor pajak. 
 Tim Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi pelaksanaan 
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaan 
tersebut, KPw BI DKI Jakarta mencoba menggali potensi wirausaha kepada 
masyarakat Kepaluan Seribu untuk membuat makanan olahan khas Kepulauan 
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Seribu seperti ikan asin, keripik sukun, dan stik cumi dengan packaging yang 
menarik tentunya dibantu oleh vendor khusus dalam bidang packaging. Melalui 
pengembangan UMKM ini KPw BI DKI Jakarta berharap Kepulauan Seribu bisa 
berkontribusi lebih besar kepada DKI Jakarta, karena kontribusi Kepulauan Seribu 
hanya 0,2 persen bagi perekonomian DKI Jakarta.  
 Praktikan diberikan tugas membuat MDa PPh Pasal 23 di dalam situs web 
bijak guna melakukan entri data pada vendor yang akan dituju dalam hal ini vendor 
yang dituju khusus dalam jasa packaging dan melakukan bukti potong PPh Pasal 
23 pada vendor tersebut. Sebagai contoh PT. AIUEO adalah vendor yang baru 
bekerjasama dengan KPw BI DKI Jakarta dan sudah menyelesaikan pekerjaannya 
membuat beberapa packaging. Praktikan bertugas untuk membuat data diri vendor 
tersebut / MDa. Pada bagian MDa, wajib untuk mengisi nama, alamat, NPWP, dan 
alamat NPWP. Kemudian mengisi bukti potong pada PPh 23 vendor dan 
mencantumkan penghasilan yang di dapat dalam kolom jasa lain-lain kemudian 
dengan otomatis tarif dan besaran potongan pajak akan terlihat. Pada jasa lain-lain 
ada pilihan Jasa Packaging, kemudian pilih simpan. 
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 Untuk lebih lengkap dalam proses pekerjaannya. Berikut adalah langkah-
langkah yang dilakukan dalam proses diatas pada situs web bijak: 
a. Membuka situs web bijak pada laman www.bijak.go.id 
b. Masukkan username dan password. Dalam hal ini yang mempunyai akun 
hanya pegawai Bank Indonesia 
c. Memilih tim atau divisi yang akan dituju 
d. Membuat data diri pada vendor melalui MDa Non Pegawai PPh Pasal 23 
(Lampiran 17) 
e. Mengentri data vendor (Lampiran 18) 
f. Kemudian simpan data tersebut 
Bukti potong PPh Pasal 23 pada vendor 
a. Memilih PPh23 bukti potong (Lampiran 19) 
b. Memilih “tambah” untuk membuat bukti potong baru (Lampiran 20) 
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c. Melakukan entri data PPh Pasal 23 berupa dividen/ bunga/ royalti/ 
hadiah&penghargaan/ sewa&penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta (Lampiran 21) 
d. Melakukan entri data PPh Pasal 23 berupa  jasa teknik/ jasa manajemen/ 
jasa konsultan/ jasa lain-lain (Lampiran 22) 
e. Kemudian simpan data tersebut 
 Praktikan membuat bukti potong PPh Pasal 23 untuk jasa packaging  yang 
termasuk di dalam jasa lain-lain. Setelah bukti potong PPh Pasal 23 sudah selesai 
di entri, bukti potong tersebut akan disetujui terlebih dahulu oleh Manajer setiap 
tim. Jika sudah disetujui, semua bukti potong pada bulan tersebut wajib diberikan 
kepada vendor pada rangkap 1. Kemudian pada bukti potong rangkap 2 harus 
melakukan e-filling pajak PPh Pasal 23 di OnlinePajak. 
 
4. Membuat laporan pengeluaran kas kecil 
 Dalam memfasilitasi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil, bagian 
keuangan mempunyai kebijakan untuk memberlakukan sistem kas kecil untuk 
mendanai pengeluaran tersebut. Kas kecil perusahaan digunakan untuk 
pengeluaran-pengeluaran seperti, pembelian kebutuhan dapur kantor (air minum, 
kopi, gula, dll), pembayaran biaya pengiriman dokumen, penggantian uang 
pegawai, dll. Kas kecil mempunyai fungsi-fungsi, diantara lain: 
1) Untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlah 
nominalnya kecil 
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2) Sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yag sifatnya 
mendadak 
3) Sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis 
apabila menggunakan cek 
4) Untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis apabila 
menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur 
terlebih dahulu. 
 Kebijakan akuntansi KPw BI DKI Jakarta dalam pembentukan kas kecil 
menggunakan sistem dana tetap (imprest fund system). Sistem ini dijalankan dengan 
menentukan jumlah dalam rekening Kas Kecil selalu tetap, yaitu sebesar check 
yang diserahkan kepada penanggung jawab kas kecil untuk dana kas kecil yaitu Ibu 
Nabillah selaku staf Satuan Layanan Adminitrasi. Oleh penanggung jawab kas 
kecil, check tersebut diuangkan ke bank dan uangnya digunakan untuk membayar 
pengeluaran-pengeluaran kecil. Setiap kali melakukan pembayaran, penanggung 
jawab kas kecil harus membuat bukti pengeluaran. Apabila jumlah kas kecil tinggal 
sedikit dan juga pada akhir periode, penanggung jawab kas kecil akan minta 
pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil. 
Dengan cara ini jumlah uang dalam kas kecil kembali lagi seperti semula. Pengisian 
kembali pada akhir periode perlu dilakukan agar biaya-biaya yang sudah dibayar 
dari kas kecil bisa dicatat karena dalam sistem imprest pengeluaran-pengeluaran 
kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Pada waktu meminta pengisian 
kembali, penanggung jawab kas kecil akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran 
dan menerima check sebesar pengeluaran yang sudah dibayar.  
 Praktikan membuat laporan kas kecil yang mana pengeluaran tiap 
tanggalnya mempunyai bukti pengeluaran. Pada masing-masing tanggal, kebutuhan 
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tersebut dibeli oleh Mas Erwin sebagai bawahan staf (Lampiran 23). Praktikan 
meneruskan laporan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh mas Hadi sebagai staf 
Satuan Layanan Admistrasi yang salah satu pekerjaannya adalah membuat laporan  
pengeluaran kas kecil. Pencatatan yang praktikan lakukan diantara lain: 
1) Tanggal 17 Agustus melakukan pembelian fotokopi 
2) Tanggal 24 Agustus melakukan pembelian kopi 
3) Tanggal 25 Agustus melakukan pembelian air galon 
4) Tanggal 26 Agustus melakukan pembelian gula 
 
 Dalam sistem ini pemegang dana diminta mengelola bukti transaksi dan 
merekap setiap pengeluaran dana. Nominal kas kecil yang dikelola sebesar Rp 
1.000.000. Lalu, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan setelah penggunaan 
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kas kecil sudah mencapai lebih dari sama dengan Rp 500.000. Setelah melakukan 
pengisian kembali dana kas kecil, praktikan diminta untuk membuat laporan 
pengeluaran atas kas kecil tersebut. Laporan pengeluaran kas kecil tersebut sudah 
ada formatnya pada aplikasi Bank Indonesia. Sebagai contoh ada pengeluaran untuk 
air minum dengan menggunakan galon sebesar Rp 20.000, kemudian nominal 
tersebut akan dimasukkan kedalam kolom  ”Pengeluaran”, lalu pada aplikasi 
tersebut mempunyai kolom “Perkiraan” dan pada kolom tersebut mempunyai sub 
kolom salah satunya “Serba-Serbi”. Pada kolom ini nominal tersebut dimasukkan 
kembali pada kolom “Jumlah” dan masukkan Biaya Air Galon ke dalam kolom 
“Perkiraaan”, dengan demikian akun Air Galon sudah tercatat dalam pencatatan 
pengeluaran kas kecil. 
 Untuk lebih jelas berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan 
praktikan dalam menyelesaikan tugas tersebut: 
1. Praktikan diperlihatkan aplikasi yang akan digunakan dan diajarkan cara 
pengoperasian nya. 
2. Selanjutnya praktikan diberikan data bon dan kuitansi ganda yang harus 
dibukukan dahulu dalam binder besar. Hal ini digunakan untuk keperluan arsip. 
Kwitansi asli diberikan kepada bagian akuntansi dan kwitansi gandanya 
disimpan oleh pemegang kas kecil. 
3. Praktikan merekapitulasi penggunaaan dana tersebut dengan teliti kedalam 
laporan pengeluaran kas kecil. 
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4. Jika penggunaaan dana sudah mencapai lebih dari sama dengan Rp 500.000 
maka praktikan mengkonfirmasi ke bagian akuntansi untuk dilakukan 
pengisian kembali dan memberitahu update dari laporan kas kecil. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
 Selama melaksanakan kegiatan PKL di KPw BI DKI Jakarta, praktikan 
dihadapkan pada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Masalah tersebut 
diantaranya: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam melakukan entri data bukti potong PPh 
Pasal 21 kedalam situs web bijak, dikarenakan banyak kolom yang harus 
dipahami dan harus akurat dalam pengentrian data. 
2. Saat membuat bukti potong PPh Pasal 23 pada situs web bijak, praktikan 
mengalami kesulitan dalam memahami cara untuk menginput yang baik dan 
benar, dikarenakan penjelasan terkait membuat bukti potong PPh Pasal 23 
terlalu singkat dan cepat. 
3. Praktikan mengalami kesulitan dalam entri data bukti potong PPh Pasal 21 
maupun 23 dikarenakan persetujuan dari Manajer Tim untuk pembuatan data 
diri pada bagian MDa cukup lama. 
4. Kurangnya SDM saat diakhir bulan Agustus karena banyak pegawai yang 
dinas keluar kota sehingga praktikan ditambahkan pekerjaannya dan bisa 
pulang lebih lama dari biasanya. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
 Setelah mengetahui kendala yang dialami praktikan selama pelaksanaan 
PKL di  KPw BI DKI Jakarta, berikut cara untuk mengatasi kendala tersebut: 
1. Praktikan harus lebih teliti untuk melakukan entri data bukti potong PPh Pasal 
21 agar tidak salah kolom saat entri data 
2. Praktikan harus mengamati kembali apa yang telah disampaikan serta mengisi 
bukti potong khususnya pada PPh Pasal 23 secara perlahan guna tidak salah 
pada saat entri data di bagian jasa-jasa 
3. Praktikan bisa memberitahukan staf  untuk persetujuan MDa PPh Pasal 21 dan 
23 untuk data diri yang harus ada persetujuan dari Manajer Tim. 
4. Praktikan harus menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan agar 
tidak semakin menumpuk walaupun pulang agak telat dari biasanya.
  
8 
BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah momentum bagi 
Mahasiswa dalam mengembangkan batas maksimal dari potensi mereka secara 
nyata dengan turun langsung ke lapangan. PKL memberikan sebuah keadaan trial 
and error bagi mahasiswa. Praktikan membutuhkan program PKL dalam 
menghadapi dunia kerja yang begitu praktis dan dinamis. 
Dalam melaksanakan PKL mahasiswa diajak untuk bersentuhan langsung 
dengan berbagai kegiatan teknis dari sebuah teori yang diajarkan di bangku 
perkuliahan. PKL ini menjadi sebuah cara terbaik bagi mahasiswa untuk 
memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan langsung ilmu yang telah 
dimiliki. Tidak hanya ilmu, praktikan juga mengetahui cara menjaga attitude 
dengan rekan kerja yang baik sehingga tidak menggangu pekerjaan yang sedang 
dikerjakan oleh orang tersebut 
Praktikan memilih Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta sebagai 
tempat untuk mengembangkan potensi diri salah satunya dari pekerjaan yang 
didapatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta yang pada akhirnya 
mengerti cara membuat  bukti potong PPh 21 dan 23 serta bagaimana cara mencatat 
kas kecil yang baik dan benar dengan menggunakan metode imprest.  
Dimulai pada membuka aplikasi bijak untuk membuat bukti potong, dan pada 
akhirnya bukti potong tersebut terinput oleh sistem dan setelah itu pada Sistem 
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Layanan Administrasi yang melaporkan bukti potong tersebut kepada Kantor 
Pelayanan Pajak. Serta membuat laporan kas kecil yang berfungsi untuk melakukan 
pembelian dengan nominal kecil contohnya air galon, kopi, dan gula. Dan 
dikarenakan birokrasi KPW BI DKI Jakarta untuk mengeluarkan uang cukup rumit 
dan tidak bisa mengeluarkan uang dengan tidak memenuhi syarat birokasi yang ada, 
maka kas kecil amat berguna untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak 
praktis apabila menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani 
direktur terlebih dahulu. 
Selama hampir dua bulan mengikuti kegiatan PKL di Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia DKI Jakarta praktikan mendapatkan banyak sekali ilmu dan 
pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman yang sangat praktikan rasakan ialah 
kesempatan untuk mengasah sikap disiplin, tanggung jawab, dan cepat tanggap 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diberikan. Praktikan juga diajari 
sebuah nilai toleransi dan keberagaman dalam suasana kerja yang ada di lingkungan 
Bank Indonesia. 
Selama melaksanakan PKL di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI 
Jakarta, praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan diantara lain : 
1. Dalam membantu menjaga besaran inflasi yang terjadi agar sesuai target 
yang disepakati sangat bergantung pada kerja sama antara KPw BI DKI 
Jakarta dan pemda DKI khususnya pada harga daging dan beras 
2. Praktikan telah diberi kesempatan untuk membuat  MDa PPh Pasal 21 non 
pegawai beserta bukti potongnya serta MDa PPh Pasal 23 pada vendor 
beserta bukti potongnya 
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3. Praktikan juga mendapatkan tugas untuk membuat laporan pengeluaran 
kas kecil 
4. Praktikan belajar menyesuaikan diri dengan suasana dan etos kerja 
profesional selama melaksanakan PKL. 
5. Praktikan mengerti hal-hal yang perlu dilakukan pada saat bekerja. Salah 
satunya adalah attitude yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik 
dan kondusif 
 
B. Saran 
Praktikan sadar bahwa dalam melaksanakan PKL ada kekurangan yang perlu 
dibenahi. Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan antara lain: 
1. Bagi Praktikan: 
a. Materi dasar mengenai akuntansi khususnya dalam konsentrasi 
perpajakan menjadi landasan utama bagi praktikan dalam 
mengembangkan kemampuan untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
b. Kendala praktikan dalam melaksanakan tugas yang diberikan salah 
satunya adalah dalam aplikasi excel, sehingga praktikan harus lebih 
mengasah kemampuan dalam menggunakan excel yang berkaitan dengan 
rumus akuntansi 
c. Lingkungan baru dalam dunia kerja khususnya masih menjadu hal yang 
awam bagi mahasiswa, sehingga praktikan harus lebih disiplin lagi dalam 
beradaptasi tentunya dalam hal waktu dengan masuk dalam lingkungan 
baru yaitu dunia kerja. 
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d. Mengerjakan tugas tepat waktu sehingga pada saat diberikan tugas yang 
lain, tidak menumpuk ketika mengerjakan yang harus dikerjakan 
 
2. Saran bagi FE UNJ: 
a. Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi agar dapat 
memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum menjalankan 
kegiatan PKL sampai hal terkecil sekali pun 
b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta harus bersikap tegas untuk 
mahasiswa yang berkeinginan untuk PKL ditempat yang sama sehingga 
tidak menumpuk mahasiswa FE UNJ dalam satu perusahaan/instansi serta 
secara tidak langsung akan memudahkan mahasiswa PKL yang nanti akan 
sidang dikarenakan data-data yang berpotensi sama dengan mahasiswa 
PKL yang lain 
c. Menjalin hubungan baik kepada instansi yang ada di DKI Jakarta sehingga 
praktikan selanjutnya lebih mudah untuk melaksanakan PKL 
d. Berlaku baik kepada instansi/perusahaan seperti contoh ketika suatu 
instansi ingin mengadakan seminar, Fakultasi Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta menerima dengan baik dan tidak menyulitkan instansi 
tersebut. 
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3. Saran bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta 
a. Para pegawai diharapkan untuk memberitahukan terlebih dahulu 
pekerjaan praktikan secara detail dan jelas agar tidak terciptanya 
kebingungan pada praktikan guna melaksanakan tugasnya 
b. Melakukan followup kepada para mahasiswa yang kinerjanya pada saat 
PKL baik dan potensial sehingga secara tidak langsung Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia DKI Jakarta bersama-sama mengatasi pengganguran 
khususnya yang ada di DKI Jakarta 
c. Menambahkan sejumlah tenaga kerja baru khususnya pada staf dan 
asisten manajer guna mengoptimalkan pekerjaan dalam lingkungan 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta agar lebih efektif dan 
efisien. 
d. Menganggap mahasiswa PKL sebagai pegawai pada instansi/perusahaan 
terkait sehingga mahasiswa PKL tidak canggung atau malu untuk 
meminta pekerjaan yang ada.  
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